PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716

Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : /2 / SETDA / HK/2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

rangka meningkatkan efisiensi,
transparansi dalam penyelenggaraan
pembentukan produk
aerah

Menimbang : bahwa dalam
efektivitas, dan
pelayanan administrasi
hukum daerah di Bagian Hukum Sekretariat D

maka perlu menetapkan

Kabupaten Kapuas Hulu,
g Standar

Keputusan Sekretaris Daerah tentan
Operasional Prosedur Pelayanan Pembentukan

Produk Hukum Daerah Di Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
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61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846),

Undang_undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-
undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja  menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan

Informasi Hukum Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-

undangan sebagaimana telah diubah dengan

Y



Menetapkan

10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
12 Tahun 2011 tentang

Undang Nomor
Perundang-

Pembentukan Peraturan

undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomof 52

Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur Pemerintah Provinsi d

Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

ara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
nyusunarn

Neg
Tahun 2012 tentang Pedoman Pe
Standar Operasional Prosedur dan

Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah,;

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Produk Hukum Daerabh;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU. |
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KESATU . Standar  Operasional Prosedur  Pelayanan
Pembentukan Produk Hukum Daerah di Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA . Standar  Operasional Prosedur ~ Pelayanan

Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

diberlakukan terhadap pembentukan:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
b. Peraturan Bupati Kapuas Hulu; dan

c. Keputusan Bupati Kapuas Hulu.

KETIGA Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal /4 Wi 23

NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRET
NOMOR: /62 / SETDA / HK
TENTANG
STANDAR OPERASIO
DI BAGIAN HUKUM SEKRETARI

ARIS DAERAH KABU
/2023

NAL PROSEDUR
AT DA

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor SOP

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh

Nama SOP

PELAYANAN
ERAH KABUPATEN KA

Tanggal Pembuatan :

PATEN KAPUAS HULU

HUKUM DAERAH

PEMBENTUKAN PRODUK
PUAS HULU

. ‘a
T @die { Prosedur Pelayanan Pembentukan
Pro “Daerah di Bagian Hukum Sekretaris

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Negara Republik Indonesia Nomor 6856];

Undang (Lembaran Negara Republik

3 tentang Penetapan Peraturan Peme

DASAR HUKUM:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik| 1. Memiliki pengetahuan mengenai Pembentukan Produk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Hukum Daerah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12| 2. Memahami dengan baik tugas pckok dan fungsi
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2022 Nomor Perancang Peraturan Perundang-undangan
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801}); 3. |[Memahami dengan baik prosedur dan tahapan yang
- |Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae: ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor diatur dalam SOP
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan 4. [Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan

rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah di
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
ubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang;

g-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembe
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 120 Tahun 2018 tentang
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

ntukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

5. |Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN: .

Komputer/Laptop, Printer, Kertas, Pulpen, Tinta Pninter,
Buku Agenda, Aplikasi yang berkenaan dengan Prosedur
Pembentukan Produk Hukum Daerah, Jaringan Internet dll

PERINGATAN:

|PENCATATAN DAN PENDATAAN:

mengakibatkan ketidaktertiban dalam proses Pembentukan P

SOP ini merupakan prosedur yang dilaksanakan dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah, jika tidak dilaksanakan akan
roduk Hukum Daerah.

untuk prosedur kegiatan.
|
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]

Nomor

A STANDAR OPERASIONAL PROSE

DUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Uraian Prosedur

Pelaksana

OFPD
Pemrakarsa

Staf/
Pelaksana

Perancang
Peraturan
Perundang
undangan

Kabag
Hukuin

Asisten

Sekda

Bupati

DPRD

Kanwil
Kemenkum
Hamm

e
-

Gubernur/

Biro Hukum
Setda
Provinsi

Persyaratan /
Kelengkapan

2

3

5

~

10

il

12

13

Usulan Perangkat
Daerah Penu-akarsa

L

- draf Raperda 2 rangkap
- surat penyampaan draf
Raperda

- surat penjelasan
perlunya dibuat Raperda
- dokumen pendukung

- buku register draf
Raperda

[

I ———_

Mutu Baku

Waktu

Tentatif

14 15
[ e
A

Registrasi Buku
Agenda

- draf Raperda 2 rangkap
- surat penyampaian draf
Raperda

- surat penjelasan
perlunya dibuat Raperda
- dokumen pendukung

- database peraturan
perundang-undangan

dalam Buku
Register

20 Mermt

Usulan tercatat

Koreksian dan
pengkajian usulan
Produk Hukum
Daerah

(I

- draf Raperda 2 rangkap
- surat penyampaian draf
Raperda

- surat penjelasan
perlunya dibuat Raperda
- dokumen pendukung

1 Minggu

Draft Terhamonisasi

i

Rapat Tim
Penyusunan Produk
Hukum Daerah

- draf Raperda

- surat penjelasan
perlunya dibuat Raperda
- dokumen pendukung

Tentatif

Notulen / Benta
Acara Rapat

é
|

RS




1 2 s | 4 [ 5 | 6 7
8 2 i2 13 14
5 11mrmonisaai Produle l [ 10 11
Hukum Daerah ‘ .
(Raperda) G ;mmu:aRaperda 2
E - surat permohonan . o
harmonisasi 2 Minggu [Hasil harmonisast
- Naskah
akademik/penjelasan
. dokumen pendukung
6 Penyerahan hasil s \ .
Harmonisasi ke ‘ 6 L. l e
Perangkat Daerah g 6 ax an |\o o6 i ¢
Pemrakarsa \ \ Hasil harmonisasi d;:i Dmft Tim £ il Raps
l erima
7 Perbaikan dan l ‘ \
Koreksi Produk ‘ 7 I >l] 7 i 5| " ]
Hukum Daerah
i {Raperda) \ \ draf Raperda Max 14 Hari gex::empumaan
8 Penyamnpaian Produk T
! B et Pembahasan dan
| {Raperda) ke DPRD
F. untuk di bahas “ Naskah Raperda Tentatif I;it:aiengantar
e ]
i
i ‘ I | | I 1 "
:I Pembahasan Tx‘m 2 Draft Hasil
i 9 bersama Fraksi Naskah Raperda Tentatf Pembahasan
i DPRD | bersama Pansus
Evaluasi/Fasilitasi 10
10 Produk Hukum

\ 0 - Nask: a
Y _N ah Raperda 14 y ksl Basililas
Daerah (Raperda) Dokumen pendukung o AL (e aste

|
\\ - Naskah Raperda Draf Raperda

Perbaikan hasil l 1 IQ | 1 I‘ | l‘l [P \
11 fasilitasi 1 1 11 11 I

- Dokumen pendukung 1 Minggu l:::\ylélam;;r’hn:l:

- Naskah Raperda
- Dokumen pendukung
- Hasil fasilitasi Keputusan DPRD
i - Surat permchonan 3 tentang Persetujuan
= Persetsg s LER persetujuan bersama Aot Raperda ditetapkan
‘-Keputusan/Surat menjadi Perda
Gubernur tentang hasil
fasilitasi/ evaluasi




2 3 4 -
> 6 ! 8 9 10 11 12 13 14
U - Keputusan DPRD
- Naskah Raperda
2 , 15 - Keputusan/Surat
Registrasi Perda PU3 Gubemur tentang hasil — Surat Permohonan
- fasilitasi/ evaluasi Nomor register
Raperda
- Surat permohonan
Nomor register
3 .
Penandatanganan l ‘_)[7 l_ . Nota Pengajuan
& i 14 ’l 14 ‘— 14 ’{ 14 l" 14 Eﬂ)i:ﬁ::;‘;g:sm] 1 Minggu |Konsep Naskah
Dinas
Penomoran dan P J i
Tanggal 15 Raperda yang dinyatakan \hari |Perda final
\ siap untuk digandakan
Perda
Pengundangan 16 Raper:la yeng telah 1 Han ditandatangani dan
digandakan ;
di Undangkan
Penyerahan ke - M St
t daerah :
perangka draft Surat Sekda sejak undangiPenyerahan
pemrakarsa an




B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI ‘
Pelaksana Mutu Baku '
OPD Stal/ Perancang Gubernur/
Nuwwt Uraian Proscdur | Pemrakaran | Pelaksana | peraturan Kabag : | Biro Hultum
Perundang- | Hukum . WERGR Rupan Setda l::erlz'lt:;a:n/ Waktu Output
undangan Provinsi P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 id l
1 Usulan Perangkat - Minut Perbup 2
Daerah Pemrakarsa @ rangkap;
o - surat penyampaian
minut Perbup;
- dokumen pendukung;
- buku register minut
Perbup.
2 Register Buku r——:l
agenih |_2 - Minut Perbup;
- Katelog peraturan Usulan tercatat
PZ’L:(U‘ dukung: | 20 Menit |dalam buku
- dokumen pendukung; Raiiiias
-surat penyampaian
minut Perbup.
3 Pengoreksian 3
peraturan bupati I a J‘—)I 3 J—D{ 3 }——)[ 3 )Ii 3 | )
berjenjang - Minut Perbup; Draft hasil
- Kataleg peraturan > :
prckily; 1 Minggu Koreksim dan
- dokumen pendukung. Sengknjen
y - Minut Perbup;
4 Rapat Pembahasan [ 4 - surat penyampaian Notulen/berita
{(kondisional) minut Perbup; acara rapat
J - dokumen pendukung.
5 Penyerahan ke Max 2
Perangkat Bupati A - Minut Perbup; Minggu
Pemrakarsa [“ J_'] - Surat penyampaian sejak .
s minut Perbup; diserahkan Minut Perbup
- dokumen pendukung; di Bagian
v Hukum




—

2

. l 7 5 6 | 8 y v 11 12 13
6 Perbaikan dan B o e =
Koreksi
- Minut Perbup;
. Surat penyampaian 7 Hari Draf Perbup
& N 6 minut Perbup; Penyempurnaan
\ l i . dokumen pendukung.
i Fasilitasi ke
Gubermnur ! 7 - Naskah Perbup; .
L - Hasil harmonisasi; Draft hasil
- Matriks fasilitasi; Fasilitasi
- dokumen pendukung
8 Perbaikan hasil | g
fasilitasi r 8 l | 1. raft
8 g 8 Naskah Perbup Penyempurnaan
sesuai Fasilitasi
g Penandatanganan 3
9 ] 9 }_ 9 ) Nota Persetujuan
3 rangkap naskah Perbup 1 Minggu |Konsep Naskah
Dinas
10 Penomoran dan l \ l
\ Tanggal 10 | Naskah Perbup 1 Hari |Naskah Perbup
| |
\7 11 Pengundangan
; Perbup
i R gzj:i:;;:up. 1 Han ditandatangani
. dan di Undangkan
—
12 Penyerahan ke
perangkat daerah Max 1
pemrakarsa - Perbup. minggu
- Surat Sekda. sejak di Pecysanan
undangkan

10




LC. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBEN

L

TUKAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

Pelaksana
N OPD Staf/ T— Mutu Baku
omor Urmian Prosedur .
* Pemrakarsa | Pelaksana Peraturan Kabag
Perundang- Hukum Asisten Sekda Bupati Persyaratan / i Output
undangan Kelengkapan
1 lU 1 : - 2 2 & 7 8 9 10 11 12
sulan Perangkat i
Daerah Pemrakarsa 1 _ :::::: s;i::ﬂf:zg;
SK;
- Surat penyampaian
minut SK;
- Dokumen pendukung.
2 Register Buku - Minut SK; 10 menit |Usulan tercatat
Agenda 2 - Katalog peraturan dalam buku
perUU; register
- dokumen pendukung;
-surat penyampaian
minut SK.

3 Koreksian dan h - Minut SK; Tentatif |minut terkoreksi
Pengkajian Produk l 3 ‘—")l 3 ‘—)l 3 l— 3 'l 3 - Katalog peraturan dan ditanda
Hukum Daerah perUu; tangan Kabag

- dokumen pendukung. Hukum
- Minut SK; Tentaif |minut
4 iapadt_ ?cmt;?haaan L - surat penyampaian disempurnakan
{KoRrisioni 4 minut SK; den ditanda
- dokumen pendukung, tangan Asisten
Setda
- Minut SK; 30 menit |minut diperiksa,
5 Penyerahan ke 5 5 < - surat penyampaian disetujui dan
Perangkat Daerah minut SK; ditandatangani
Pemrakarsa - dokumen pendukung. Sekda
11




2 3 __,__,W’_,__/—-""-———'—j
Perbaikan dan e s ° 3 8 ? _r____,_’f_.-r——* W
Koreksi D L —— - praf SK 1 rangkap; 1 hari Naskah SK sudah
- buku register SK. ada tanda tangan.
koordinasi koreksi
e s el e |
Penanda [ 4 ] ;
angEnen - ~ Minut SK; Tentatil draft SK sesual
SR R B, (g ey bk
minut SK;
- dokumen pendukung.
Penomoran dan _________—-——————".——————-‘, | _————— |
Tanggal N 73 rangkap naskah SK 15 menit |3 rangkap naskah
r 8J(——|7 8 J final berparaf Kepala OFD SK final diterima
| pemrakarsa SK
C
Penyerahan ke et | b |
perangkat daerah d) ~ 3 rangkap SK 30 menit |Surat Keputusan
pemrakarsa Bupati

Drs/H. WOHD. ZAINL M.M.
ina Utama Madya
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